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SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005
Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Seruyan telah menyempurnakan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan Peraturan Gubernur
Kalimantan Tengah Nomor 900/859/KEU/2009 Tahun 2009. tentang
Evaluas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2009;

bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan
agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2008 tidak
bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seruyan Tahun
Anggaran 2009.

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);



Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pgak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoneisa Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang —
Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688);

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyel enggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di
Propins Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4180);

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4355);

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lemabran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang - Undang Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);

Undang — undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provins sebagai Daerah
Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pgak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4139);
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali
dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol er
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4574):;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Jenis dan Bentuk Produk Hukum;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD
dan Masyarakat, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

K eputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pel aksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang
Perubahan keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
2007 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2008;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Dagerah.

Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN

Menetapkan :

Dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2009



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Seruyan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan.

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspiras masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewagjiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat dinila dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewagjiban daerah tersebut.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan
persetujuan bersama Bupati.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kesdluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pel aksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan
DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB 11
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

1.
2.

Pendapatan Rp. 483.269.402.368,31
Belanja Rp. 576.450.872.997,00

Surplus/ Defisit ( Rp. 93.181.470.628,69)

Pembiayaan Daerah :
a Penerimaan Rp. 95.181.470.628,69
b. Pengeluaran Rp. 2.000.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp. 93.181.470.628,69

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 00,00



Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
a.  Pendapatan Adli Daerah sjumlah Rp. 13.591.130.993,40
b.  DanaPerimbangan sejumlah Rp. 460.932.601.055,91
c.  Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sgiumlah Rp. 8.745.670.319,00

(2) Pendapatan Adli Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari jenis pendapatan :
a.  Pgak Daerah sejumlah Rp. 777.480.018,40
b.  Retribusi Daerah sgumlah Rp. 1.347.698.065,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sgjumlah Rp. 820.851.244,00
d. Lain-lain Pendapatan Adli Daerah yang Sah sgfumlah Rp. 10.645.101.666,00

(3) DanaPerimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari jenis pendapatan :
a Dana Bagi Hasil sgjumlah Rp. 64.359.111.055,91
b. DanaAlokas Umum sgjumlah Rp. 345.011.490.000,00
c. DanaAlokas Khusussgumlah Rp. 51.562.000.000,00

(4) Lan-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari jenis
pendapatan :

Hibah sgjumlah Rp. 0,00

DanaDarurat sgumlah Rp. 0,00

Dana Bagi Hasil Pgjak sejumlah Rp. 8.495.670.319,00

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 0,00

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah

Rp.250.000.000,00

PoooTe

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
a  BelanjaTidak Langsung sejumlah Rp. 125.149.732.451,00
b.  BelanjaLangsung sgjumliah Rp. 451.301.140.546,00

(2) BelanjaTidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aterdiri dari jenis belanja:
Belanja Pegawai sgjumlah Rp. 93.878.332.451,00

Belanja Bunga sejumlah Rp. 0,00

Belanja Subsidi sejumlah Rp. 5.600.000.000,00

Belanja Hibah sgjumlah Rp. 6.060.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 7.450.000.000,00

Belanja Bagi Hasil sgjumlah Rp. 250.000.000,00

Belanja Bantuan Keuangan sgumlah Rp. 11.411.400.000,00

Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 500.000.000,00

SQ@ P00 T

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
a  BelanjaPegawa sgumlah Rp. 49.492.136.500,00
b. BelanjaBarang dan Jasa sejumlah Rp. 152.026.874.363,00
c. BelanjaModal sgjumlah Rp. 249.782.129.683,00



Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
a.  Penerimaan sgjumlah Rp. 95.181.470.628,69
b.  Pengeluaran sggumlah Rp. 2.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aterdiri dari jenis pembiayaan :
a  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sgjumlah
Rp.95.181.470.628,69
Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0.00
Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp 0.00
Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0.00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sgjumlah Rp 0.00
Penerimaan Piutang Daerah sgjumlah Rp 0.00
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(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aterdiri dari jenis pembiayaan :
a  Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 0.00
b.  Penyertaan Moda (Investasi) sejumlah Rp. 2.000.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 0.00
d. Pemberian Pinjaman sgjumliah Rp 0.00

Pasal 6
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,
terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran I Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran 1l Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisas,

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4.  Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisas,
Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V  Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengel olaan Keuangan
Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan Daftar Pinjaman
Daerah;

7. Lampiran VIl Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

9. Lampiran IX  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;



10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

11. Lampiran Xl Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12.  Lampiran X1l Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran X1l Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagal
landasan operasiona pelaksanaan APBD.

BAB 111
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

ditetapkan di Kuala Pembuang
padatanggal 14 Januari 2009

BUPATI SERUYAN,
TTD
H.M. DARWAN ALI

diundangkan di Kuala Pembuang
pada Tanggal 15 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,

TTD
Drs. H. DJONI ARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2009 NOMOR 17 SERI A



